


an Taman Kanak-kanak ( TK ) Pe
dan dilakukan evaluasi serta mo










PEL/

L




A PELAYANAN TERPAD AN
R - 54/ Opr PNF-TK / DPMPTP /XI - 2025
TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD)

Rekomendasi Dinas Pendidikan dan  Kobuday Kabruys Dadany  Dasd
Nomor 800/19776/PAUD_PNF/Disdikbud/2025  tentang Permohonan  lzin
Operasional Satuan PAUD

Mengingat a  bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan
Kkepada masyarakat, dan moeningkatkan partispost manyarakat dibidanp
Pendidikan perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK)
dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu

ditetapkan melalui keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Parimman;

Menimbang ] Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional

w

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat

dalam Pendidikan Nasional

6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 31 Tahun 2007 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal;

8  Peraturan Mendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia
Dim

9 Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan
Kniteria Bidang Pendidikan

10, Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

11. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendinian Perubahan
Dan Penutupan Sekolah;

12. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini:Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Anak Usia Dini;

13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah
Yang Menyelangarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;

14. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman;

Memutuskan ... ...



